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KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Tim
Penyusun LKjIP Pengadilan Negeri Namlea telah dapat menyelesaikan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Namlea Tahun 2021. LKjIP ini adalah
Laporan Kinerja Tahunan yang berisikan perwujudan kewajiban Pengadilan Negeri
Namlea sebagai bagian dari suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan
keberhasilan / kegagalan pelaksanaan visi - misi organisasi dalam mencapai tujuan-
tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui instrumen pertanggung
jawaban secara periodik.

Penyusunan LKjlIP Pengadilan Negeri Namlea Tahun 2021 ini menindak-lanjuti
surat Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor: W27-U/169/0T.01.2/1/2022 tanggal 19
Januari 2022 yang mengacu pada surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :
3112/SEK/OT.01.1/12/2021, tanggal 3 Desember 2021 perihal Penyampaian Dokumen
SAKIP, yang dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29
tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah yang mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi serta Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Namlea Tahun 2021.

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021, merupakan hasil optimal dari
perencanaan yang telah disusun sebelumnya dan telah berpedoman kepada ketentuan
yang berlaku. Dan dari realiasi anggaran yang dicairkan telah mencerminkan efektifitas
dan efisiensi serta telah sesuai dengan target yang ditetapkan, yang tujuannya adalah
dalam menunjang dan melaksanakan serta mempertanggungjawabkan amanah yang
diberikan sesuai Tugas pokok dan fungsi badan peradilan dan dalam rangka
mewujudkan reformasi peradilan dalam meningkatkan pelayanan publik terkait dengan
visi dan misi Mahkamah Agung " Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung " dan
Khususnya visi dan misi Pengadilan Negeri Namlea yaitu : Terwujudnya Peradilan Yang
Agung di Lingkungan Pengadilan Negeri Namlea ".

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 Pengadilan Negeri
Namlea ini sebagai laporan pertanggung jawaban hasil pelaksanaan tugas dan fungsi
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Pengadilan Negeri Namlea. Sementara Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 adalah
rencana yang akan dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2021.

Disamping itu Laporan Kinerja ini juga dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik
bagi Pengadilan Negeri Namlea dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya guna
mencapai tujuan dan sasaran. Dalam penulisan ini masih banyak kelemahan dan periu
penyempurnaan. Untuk itu saran-saran yang bersifat konstruktif sangat kami perlukan.

Demikian Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Namlea Tahun 2021 dan Dokumen
Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

/- WAKIL
PENGADILAN NEGERI NAMLEA

if o'l ~f
i) L

ZAMZAM ILMI, S.H
NIP. 19731114 200502 1 001
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan pertanggungjawaban dari
tugas dan fungsi yang diemban oleh suatu instansilembaga. Dengan landasan
pemikiran tersebut, Laporan Kinerja (LKjIP) satuan kerja Pengadilan Negeri Namlea
tahun 2021 ini disusun. LK]jIP ini menyajikan capaian kinerja dari Pengadilan Negeri
Namlea selama tahun 2021, Perjanjian Kinerja 2021, serta Penetapan Rencana Kinerja
Tahun 2021.

Dalam LKjIP ini tertuang Indikator Kinerja Utama dari Pengadilan Negeri Namlea
yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor :
6/KPN.NIla/SK/1/2021 tanggal 4 Januari 2021 dan Rencana Strategis 2020-2024 dari
Pengadilan Negeri Namlea yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan
Negeri Nomor : 8/KPN.NIa/SK/1/2021 tanggal 4 Januari 2021.

Selanjutnya bahwa LKjIP Pengadilan Negeri Namlea Tahun 2021 ini disusun
sebagai Laporan terhadap “Pencapaian Kinerja* (Performance Result) selama kurun
waktu dari bulan Januari sampai dengan Desember 2021, yang sepenuhnya mengacu
pada Rencana Strategi Pengadilan Negeri Tahun 2020-2024.

Salah satu inti kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian
kinerja Pengadilan Negeri Namlea adalah penyelesaian perkara dan perbaikan
pelayanan publik. Untuk itu Pengadilan Negeri Namlea berusaha untuk melaksanakan
TUPOKSI tersebut yang pengukurannya dilihat pada Indikator Kinerja utama yang telah

di tetapkan oleh Pengadilan Negeri Namlea dan di sinkronisasi dengan Rencana Strategi
2020-2024 yang telah dibuat.

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Namlea
adalah sebesar 98,21 %.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat
diilustrasikan dalam tabel berikut:
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Sasaran Strategis |

Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Indikator Kinerja Target

Realisasi = Capaian

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :

- Perdata

- Perdata khusus
- Pidana

- Pidana Khusus

100 %

100 %

100 %

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

- Perdata
- Perdata khusus
- Pidana
- Pidana Khusus

100 %

93,45 %

93,45 %

C. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :
e Banding
e Kasasi
e PK

95%

95,32 %

100,33 %

d. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi 0%

0%

0%

e. Index Kepuasan Pencari Keadilan 80 %

Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis |

Sasaran Strategis Il

87,51 %

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja Target

Realisasi

109,38 %

100,79 %

Capaian

Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis Il

a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak & o

tepat waktu 100 % | 93.45% 93,45%
b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi 10 % 6,6 % 66 %
c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi 0

dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu 100 % | 88,78 % 88,78%
d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian

masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 0% 0% 0%

hari setelah perkara diputus

82.74 %




Sasaran Strategis Il

Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Indikator Kinerja Target

Realisasi = Capaian
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 0% 0% 0%
b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan 0% 0% 0%
c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat 0 o o
layanan bantuan hukum (Posbakum) 90 % 100% | 111,11 %

Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis Il

Sasaran Strategis IV

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Indikator Kinerja Target

Realisasi

111,11 %

Capaian

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) --

Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis IV

0%

Xi



BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan kepemerintahan yang baik akan terwujud apabila ditata dalam
suatu sistem perencanaan yang baik dengan skala perioritas yang matang disertai
dengan perwujudan sistem akuntabilitas. Oleh karena itu, perencanaan dan
akuntabilitas mutlak diperlukan.

Dikeluarkannya Instruksi Presiden Rl Nomor : 5 Tahun 2004 tentang
Pemberantasan Korupsi, Peraturan Presiden Nomor : 29 tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah adalah merupakan cerminan keinginan yang nyata dari
pemerintah untuk melaksanakan good governance dalam penyelenggaraan
kehidupan bernegara.

Salah satu unsur pokok dari penjabaran Sistem Akuntabilitas adalah penyusunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan berbasis kinerja
yang merupakan pedoman pelaksanaan tupoksi masing-masing Kementerian/
Lembaga pada umumnya, dan tupoksi Mahkamah Agung R.l. serta 4 lingkungan
Badan Peradilan dibawahnya. Atas dasar tersebut, maka Pengadilan Negeri
sebagai salah satu satuan kerja yang ada dalam lingkungan Peradilan Umum
dibawah Mahkamah Agung R.l. juga berkewajiban untuk menyusun Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan maksud untuk mengetahui
Rencana Strategis sehingga segala bentuk kegiatan dilaksanakan secara lebih
terencana dan terukur hasil yang akan dicapai.

Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang berada di bawah
naungan Mahkamah Agung pun mendukung setiap kegiatan yang dilakukan oleh
Mahkamah Agung.

Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Tingkat pertama di Negara Kesatuan
Republik Indonesia dalam Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman dan Undang-Undang No. 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
maka secara organisasi, administrasi dan finansial mempunyai visi :

‘“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN YANG AGUNG DI LINGKUNGAN
PENGADILAN NEGERI NAMLEA’.



B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi

Pengadilan Negeri Namlea merupakan lingkungan peradilan umum di bawah
Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan,
dengan tugas pokok menerima, memeriksa, memutuskan perkara pidana dan
perdata pada tingkat pertama yang diajukan serta tugas lain yang diberikan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Mengingat luas lingkup tugas dan beratnya beban pekerjaan yang harus
dilaksanakan oleh pengadilan, maka dalam hal penyelenggaraan administrasi
pengadilan oleh undang-undang dibedakan menurut jenisnya ke dalam
administrasi Kepaniteraan dan administrasi sekretariat, hal mana dimaksudkan
selain menyangkut aspek ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi juga
akan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan peradilan.

Adapun tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Namlea yakni:

1. Ketua adalah membina, mengkoordinasi dan memimpin
penyelenggaraan tugas bidang teknis dan administrasi pengadilan
(administrasi perkara dan kesekretariatan).

2. Wakil Ketua adalah melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua
berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua
kepadanya.

3. Majelis Hakim adalah bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa
dan mengadili perkara yang diberikan padanya kemudian dalam hal
pengadilan negeri melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar
sendiri para pihak dan saksi, maka hakim bertanggung jawab atas
pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta
menandatanganinya, mengemukakan pendapat dalam musyawarah,
Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam
persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum,
perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya.

4. Panitera adalah melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan

administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan
dengan perkara.



10.

11.

12.

13.

Panitera Muda Perdata adalah membantu panitera dalam
menyelenggarakan segala urusan keperdataan, mulai dari menerima
gugatan, permohonan, banding, kasasi, peninjauan kembali, eksekusi dan
somasi serta tugas lain berdasarkan peraturan yang berlaku.

Panitera Muda Pidana adalah membantu panitera dalam
menyelenggarakan segala urusan yang berkaitan dengan perkara pidana,
banding, kasasi dan peninjauan kembali, dan Grasi serta tugas lain
berdasarkan peraturan yang berlaku.

Panitera Muda Hukum adalah membantu panitera melakukan urusan
data perkara, statistik dan membuat laporan perkara.

Sekretaris adalah melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam
pengurusan surat - surat, penyusunan arsip dan pembinaan administrasi
Kepegawaian, Keuangan dan Umum di Pengadilan Negeri.

Sub Bagian Umum dan Keuangan adalah melaksanakan penyiapan
pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga,
keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan serta
pengelolaan keuangan.

Sub Bagian Perencanaan, Tl dan Pelaporan adalah melaksanakan
penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran,
pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan
pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana adalah
melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian,
penataan organisasi dan tata laksana.

Panitera Pengganti mempunyai tugas membantu Hakim dengan
mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu
Hakim dalam hal: membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan
penahanan terdakwa, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis
penahanannya, mengetik putusan perkara yang sudah diputus berikut
amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera
Muda Pidana atau Perdata bila telah selesai mutasi.

Juru Sita mempunyai tugas melaksanakan semua perintah yang
diberikan oleh Ketua, Hakim dan Panitera, dalam hal tugas



menyampaikan masalah perkara yang sedang disidangkan. Baik itu
menyampaikan relas panggilan sidang, dan lain-lain.

C. Sistematika Laporan

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini untuk mengkomunikasikan
pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Namlea dalam tahun anggaran 2021
dengan bentuk sajian sebagai berikut:

BAB |. Pendahuluan. Menguraikan gambaran secara garis besar tentang
Pengadilan Negeri Namlea dan tentang LK|IP, yang berisikan antara lain; a. Latar
Belakang; b. Tugas dan Fungsi; c. Sistematika Penyajian.

BAB Il. menguraikan perencanaan dan penetapan kinerja serta program kerja
Pengadilan Negeri Namlea dalam tahun anggaran 2021 yang berisikan antara
lain: a. Rencana Strategis; b. Tujuan strategis; c. Sasaran Strategis; d. IKU
Pengadilan Negeri Namlea; e. Rencana Kinerja Tahunan 2021 dan f. Dokumen
Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

BAB lll. menguraikan tentang capaian kinerja Pengadilan Negeri Namlea
yang terdiri dari; a. Pengukuran Kinerja (perbandingan antara target dan relisasi
kinerja), b. Analisi akuntabilitas kinerja (pencapaian sasaran-sasaran organisasi
dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja).

BAB IV, menguraikan kesimpulan dari seluruh sajian tentang laporan kinerja
(LKjIP) serta harapan adanya koreksi untuk peningkatan kinerja Pengadilan
Negeri Namlea di masa datang, yang berisikan antara lain; a. kesimpulan dan b.
saran.

Lampiran yang mendukung LK]jIP ini antara lain; 1. Struktur Organisasi
Pengadilan Negeri Namlea, 2. Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2021: 3.
Pengukuran Kinerja Tahun 2021; 4. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri
NAMLEA; 5. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021; 6. Rencana Kinerja Tahun
2021; 7. Rencana Strategi Tahun 2020 - 2024; 9. Matrik Rencana Strategi
Pengadilan Negeri Namlea Tahun 2020 — 2024; 10. SK Tim Penyusunan LKjIP
2021.



BAB 11

o

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Namlea Tahun 2020-2024 merupakan
komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang
terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban,
perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap system, kebijakan dan peraturan
perundang- undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai
pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Namlea diselaraskan dengan
arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan
pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan
Jangka menengah (RPJM) tahun 2020-2024, sebagai pedoman dan
pengendalian  kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan
dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Namlea merupakan
gambaran atau visionabel dari kinerja Peradilan, yang lingkupnya dalam kurun
waktu 5 tahunan sehingga dengan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024
merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai
sarana atau proses untuk tercapainya Visi, Misi, Tujuan, Sasaran yang telah
ditetapkan organisasi yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. VISI DAN MISI PENGADILAN NEGER!I NAMLEA

VISI

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan
cita — cita dan citra yang ingin diwujudkan Pengadilan Negeri Namlea.

VISI PENGADILAN NEGERI NAMLEA :

“TERWUJUDNYA PERADILAN YANG AGUNG DI LINGKUNGAN
PENGADILAN NEGERI NAMLEA “



MISI

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Namlea menetapkan misi
yang menggambarkan hal yang harus di laksanakan, yaitu :
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Namleg;
2. Meningkatkan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari
keadilan;
Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Namlea;
Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Namlea;
Meningkatkan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;

Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Namlea;

N oA~

Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Namlea;

Upaya untuk mencapai visi dan misi tersebut jelaslah bukan suatu pekerjaan
mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang
dihadapi Pengadilan Negeri Namlea dan rencana serta strategi yang tepat dan
menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada, apalagi sejak bulan Maret
2020 sampai dengan saat ini, masih adanya wabah virus corona yang membuat
Hakim dan aparatur ASN terpapar di beberapa wilayah zona merah, bahkan
sampai ada yang meninggal dunia. Hal ini menjadi tantangan yang begitu berat ke
depan. tujuannya, agar Pengadilan tetap dapat memberikan pelayanan kepada
masyarakat pencari keadilan, tentu dengan menerapkan protokol kesehatan
dengan ketat, baik untuk Hakim dan pegawai maupun tamu dan masyarakat yang
datang ke kantor.

. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada
pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Namlea. Adapun Tujuan yang hendak
dicapai Pengadilan Negeri Namlea adalah sebagai berikut:
1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;

2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui
pemanfaatan teknologi informasi;

3. Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan

terpinggirkan.



4. Terwujudnya kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan.
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang
akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari
tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai
Pengadilan Negeri Namlea adalah sebagai berikut :
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan peradilan;
. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK
Untuk Merealisasikan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan oleh
Pengadilan Negeri Namlea maka semuanya itu dituangkan dalam Program dan
kegiatan sebagai berikut:
1. Program peningkatan Manajemen Peradilan Umum
2. Program peningkatan dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis
lainnya Mahkamah Agung R.I

3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung R.1.

Untuk melaksanakan Program tersebut Pengadilan Negeri Namlea telah

menentukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN UMUM:;

Untuk menjalankan Program ini Pengadilan Negeri Namlea telah

menentukan kegiatan yang dilakukan yaitu:

a. Penyelesaian perkara pidana dan perdata tepat waktu;

b. Penyelesaian sisa perkara pidana dan perdata;

c. Penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan;

d. Berkas perkara banding, kasasi dan PK yang dikirim secara lengkap dan
tepat waktu;

e. Penyerahan isi putusan kepada para pihak tepat waktu;

f.  Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara;

g. Peningkatan pelayanan Posbakum;

h.  Aksesptabilitas masyarakat terhadap putusan pengadilan (putusan
perkara perdata yang ditindak lanjuti/eksekusi);

i.  Index responden masyarakat terhadap layanan pengadilan;



2. PROGRAM PENINGKATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN

TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG R.I ;

Untuk menjalankan Program ini Pengadilan Negeri Namlea telah
menentukan kegiatan yang dilakukan yaitu untuk mencapai sasaran strategis
menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Kegiatan pokok yang
dilaksanakan dalam program ini adalah mengikutsertakan pegawai dalam

diklat teknis yudisial maupun non teknis yudisial.

. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

PENGADILAN NEGERI NAMLEA.
Untuk menjalankan Program ini Pengadilan Negeri Namlea telah
menentukan Kegiatan yang dilakukan yaitu: Kegiatan pengadaan sarana

dan prasana di lingkungan Mahkamah Agung R.1.

B. Rencana Kinerja Tahun 2020

Pengadilan Negeri Namlea telah menetapkan Indikator Kinerja Utama

berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor:
6/KPN.NIa/SK/1/2021 tanggal 4 Januari 2021. Indikator Kinerja Utama tersebut
dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.1 :
Rencana Kinerja Tahun 2021
Pengadilan Negeri Namlea

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA TARGET
STRATEGIS

a. Persentase sisa perkara yang
diselesaikan :
- Perdata
- Perdata khusus 100%
Pidana
Terwujudnya Proses - Pidana Khusus

Peradilan yang Pasti, b. Persentase perkara yang diselesaikan

Transparan dan Akuntabel tepat waktu :
- Perdata

- Perdata Khusus 100%
- Pidana

- Pidana Khusus




c. Persentase Putusan Perkara yang
Tidak Mengajukan Upaya Hukum :

e Banding
¢ Kasasi

o
e PK 2

d. Persentase Perkara Pidana Anak

=]
yang diselesaikan secara Diversi 5%

e. Index Kepuasan Pencari Keadilan 80%

a. Persentase salinan putusan yang

0
dikirim kepada para pihak tepat waktu 100%

b. Persentase Perkara yang diselesaikan

melalui Mediasi 10%

Peningkatan Efektivitas c. P_ersentase berkgs perka;a yang
2 Pengelolaan  Penyelesaian dimehonkan Banding, Kasasi dan PK 100%
Parkara yang diajukan secara lengkap dan

tepat waktu

d. Persentase putusan perkara yang
menarik perhatian masyarakat yang
dapat diakses secara online dalam
waktu 1 hari setelah perkara diputus

0%

a. Persentase perkara prodeo vyang 0%

diselesaikan
Meningkatnya akses peradilan | Persentase perkara yang diselesaikan 0%
3. bagi masyarakat miskin dan di luar gedung pengadilan 2
terpinggirkan c. Persentase pencari keadilan golongan
tertentu yang mendapat layanan 90%
bantuan hukum (Posbakum)
4 Meningkatnya kepatuhan | Persentase putusan perkara perdata

0%

terhadap putusan pengadilan yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan
terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan
sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur
evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2021. Penyusunan penetapan
kinerja ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah yang mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi serta
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Namlea Tahun
2021, acuan dalam menyusun penetapan kinerja tahun 2021.

Sasaran-sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Namlea tahun 2021
dan dinyatakan dalam penetapan sasaran kinerja 2020, dengan menyesuaikan

hasil dari Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Namlea yang disusun



tahun 2021. Selain berdasarkan IKU tersebut dan dengan mengembangkan
sasaran-sasaran yang menjadi isu strategis Pengadilan Negeri Namlea tahun
2020, maka dapat diperinci sebagai berikut :
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DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI NAMLEA

i,

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di
bawah ini :
NAMA : YOGI RACHMAWAN, SH., MH
JABATAN : KETUA PENGADILAN NEGERI NAMLEA
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
NAMA : DR. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum
JABATAN : KETUA PENGADILAN TINGGI AMBON
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai
target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari

perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ambon, 4 Januari 2021
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PENGADILAN TINGGI AMBON y LEA

YOGI RAMCHMAWAN, S.H.. MH
NIP. @f%% 200212 1006

DR. H. ZAINUDDIN, S.H. M.Hum,
NIP. 19581005 198403 1 001




Tabel 2.2 :

Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Pengadilan Negeri Namlea

NO

SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Terwujudnya Proses
Peradilan yang Pasti,
Transparan dan Akuntabel

a. Persentase sisa perkara yang
diselesaikan :
- Perdata
- Perdata khusus
- Pidana
- Pidana Khusus

100 %

b.Persentase perkara yang diselesaikan
tepat waktu :
- Perdata

- Perdata Khusus
- Pidana
- Pidana Khusus

100 %

c. Persentase Putusan Perkara yang
Tidak Mengajukan Upaya Hukum :
e Banding
e Kasasi
e PK

95 %

d. Persentase Perkara Pidana Anak
yang diselesaikan secara Diversi

0%

e. Index Kepuasan Pencari Keadilan

80 %

Peningkatan Efektivitas
Pengelolaan Penyelesaian
Perkara

e. Persentase salinan putusan yang
dikirim kepada para pihak tepat waktu

100 %

f. Persentase Perkara yang diselesaikan
melalui Mediasi

10 %

g. Persentase berkas perkara yang
dimohonkan Banding, Kasasi dan PK
yang diajukan secara lengkap dan
tepat waktu

100 %

h. Persentase putusan perkara yang
menarik perhatian masyarakat yang
dapat diakses secara online dalam
waktu 1 hari setelah perkara diputus

0%

Meningkatnya akses peradilan
bagi masyarakat miskin dan
terpinggirkan

d. Persentase perkara prodeo yang
diselesaikan

0%

e. Persentase perkara yang diselesaikan
di luar gedung pengadilan

0%

f. Persentase pencari keadilan golongan
tetentu yang mendapat layanan
bantuan hukum (Posbakum)

90 %

Meningkatnya kepatuhan
terhadap putusan pengadilan

Persentase putusan perkara perdata
yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

0%
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BAB 111

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021

A. Capaian Kinerja Tahun 2021

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian
pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran,
tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan
strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan
berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan
sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuanyang
telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja
merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai
dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran
kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan
reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen
untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Namlea tahun 2020,
dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasinya dengan target
pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah

sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.
Realisasi

Tingkatan Capaian Kinerja = x 100 %
Rencana
Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun
demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2020 ini.

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan
dalam tabel dibawah ini.
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Tabel 3.1 :
Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Namlea Tahun 2021

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target |Realisasi, Capaian

Terwujudnya Proses Persentase sisa
Peradilan yang  Pasti, yang diselesaikan :
Transparan dan Akuntabel - Perdata
- Perdata khusus
- Pidana
- Pidana Khusus

a. perkara

100 % 100 % 100 %

b. Persentase perkara yang
diselesaikan tepat waktu :
- Perdata
- Perdata Khusus 90 % 93,45 % 93,45 %
- Pidana
- Pidana Khusus

c. Persentase Putusan Perkara
yang Tidak Mengajukan Upaya
Hukum :
¢ Banding 95% | 9532% | 100,33 %
e Kasasi
e PK

d. Persentase Perkara Pidana
Anak vyang diselesaikan
secara Diversi 0% 0% 0%

e. Index Kepuasan Pencari
Keadilan 80 % 87,51 % | 109,38 %

Peningkatan Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian Perkara

a. Persentase salinan putusan
yang dikiim kepada para | 100 % 93,45 % 93,45 %
pihak tepat waktu

b. Persentase Perkara yang

o
diselesaikan melalui Mediasi | 1©% | 68% 6%

c. Persentase berkas perkara
yang dimohonkan Banding,
Kasasi dan PK yang diajukan | 100% | 88,78 % 88,78 %
secara lengkap dan tepat
waktu

d. Persentase putusan perkara
yang menarik perhatian
masyarakat yang dapat

diakses secara online dalam eH 9% Ra
waktu 1 hari setelah perkara
diputus
Meningkatnya akses
peradilan bag |* o eeiesaran . | 0% | 0% | o
masyarakat miskin dan
terpinggirkan b. Persentase  perkara yang
diselesaikan di luar gedung 0% 0% 0%

pengadilan




No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

c. Persentase pencari keadilan
golongan tertentu yang o 5 5
mendapat layanan bantuan S0% 100% M11%
hukum (Posbakum)
Meningkatnya kepatuhan
terhadap putusan Persentase putuga_n perkglra_t
pengadilan perdata yang ditindaklanjuti 0% 0% 0%
(dieksekusi)
Realisasi -
*Capaian | ——— 0
P Target

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap
sasaran strategis :

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi
penyelenggaraan peradilan di Indonesia dalam penyelesaian perkara di
Pengadilan Negeri Namlea secara transparan dan akuntabel.

Pencapaian sasaran proses peradilan yang pasti, transparan dan
akuntabel pada tahun 2021 dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 3.2 :
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target | Realisasi Capaian

1. Terwujudnya Proses|@ Persentase sisa perkara
Peradilan  yang Pasti, yjang gg’:}:ﬁ;’ka" :
Transparan dan Akuntabel - Perdata khusus 100 % 100 % 100 %
- Pidana

- Pidana Khusus

b. Persentase perkara vyang
diselesaikan tepat waktu :
- Perdata
- Perdata Khusus 100 % 93,45 % 93,45 %
- Pidana
- Pidana Khusus

..16...



No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Persentase Putusan Perkara
yang Tidak Mengajukan
Upaya Hukum :

e Banding

e Kasasi

e PK

Target

95%

Realisasi

95,32 %

Capaian

100,33 %

d. Persentase Perkara Pidana
Anak yang diselesaikan
secara Diversi

0%

0%

0%

e. Index Kepuasan Pencari
Keadilan

80 %

87,61 %

109,38 %

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA

100,55 %

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut:

Sasaran 1

Indikator kinerja ke - 1: Persentase sisa perkara yang diselesaikan.

- Persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa

perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus

diselesaikan.

- Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara di

tahun 2021.

Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada saat periode pelaporan

dilakukan.
Tabel 3.3 :

Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan

Target @ Realisasi

Indikator Kinerja

2021

a. Persentase sisa perkara
yang diselesaikan :
- Perdata
- Perdata khusus
- Pidana
- Pidana Khusus

100%

100 % 100 %

Capaian

2020

100 %

2019

100 %

17



Grafik 3.1:
Capaian Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Tahun 2019-2021
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Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-1
Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan
Sisa perkara adalah jumlah perkara yang belum selesai di tahun sebelumnya.

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan
dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan.

Tabel 3.4:
Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan Tahun 2019-2021
Jeni Sisa Perkara | Sisa Perkara
enis
Tahun Yang Harus Yang Target | Realisasi | Capaian
Perkara . .
Diselesaikan | Diselesaikan

Perdata 5 5 100 % 100 % 100 %
Perdata

0 0
Khusus

2021

Pidana 2 2 100 % 100 % 100 %
Pidana

0 0
Khusus
Perdata 1 1 100 % 100 % 100 %
Perdata

0 0
Khusus

2020 :

Pidana 1 11 100 % 100 % 100 %
Pidana

0 0
Khusus
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Perdata 1 1 100 % 100 % 100 %
Perdata

Khusus

Pidana 3 3 100 % 100 % 100 %
Pidana

2019

Khusus

Sisa perkara yang diselesaikan di tahun 2021 adalah sebanyak 7 perkara, perkara
yang harus diselesaikan adalah sebanyak 7 perkara. Sehingga realisasi persentase
perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah sebesar 100 % dan capaiannya
sebesar 100 %.

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-2

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan tepat
waktu dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan.

Tabel 3.5 :

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

T Perkara Yang |Perkara Yang
enis
Tahun Harus Diselesaikan Target Realisasi Capaian
Perkara
Diselesaikan | Tepat Waktu
Perdata 43 38 100 % 88,37 88,37 %
Perdata
0 0
Khusus
2021 _
Pidana 64 62 100 % 96,87 % 96,87 %
Pidana
0 0
Khusus
Perdata 30 29 Q0 96,66 % 107,4 %
Perdata
0 0
Khusus
2020 _
Pidana 64 53 90 82,81 % 92,01 %
Pidana
0 0
Khusus
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Perdata 22 21 100 % 95,45 % 95,45 %
Perdata
0 0
Khusus
2019
Pidana 70 67 100 % 95,71 % 95,71 %
Pidana
0 0
Khusus

Perkara yang diselesaikan tepat waktu di tahun 2021 adalah sebanyak 100 perkara,
perkara yang harus diselesaikan adalah sebanyak 107 perkara. Sehingga realisasi
persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah sebesar 93,45 % dan
capaiannya sebesar 93,45 %.

- Hal ini dikarenakan beberapa hal, diantaranya:

a. perkara pidana dilimpahkan di awal bulan November 2021 sehingga sesuai
dengan hukum acara KUHAP proses pembuktiannya memakan waktu lama
dan saksi saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum berasal dari
luar Kabupaten Buru

b. dua dari lima perkara Perdata yang didaftarkan melalui E-court di intervensi
dan saksi yang dihadirkan oleh pihak lebih dari tiga orang, dan dua perkara
perdata sisanya didaftarkan di bulan November dan desember 2021.

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-3
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

a. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang sudah

diputus.
Tabel 3.6 :
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
Perkara Yang
Perkara Yan .

Tahun | Perkara Mengajukang Tidak Target | Realisasi | Capaian

Putus Bandin Mengajukan

g Banding

2021 100 6 101 95% 101 % 106,31 %
2020 89 2 99 95% 111,23 % 107,08 %
2019 88 2 90 95% 102,27 % 107,65 %




Pada tahun 2021 jumlah perkara yang tidak mengajukan banding adalah sebanyak
101 perkara dan jumlah perkara putus adalah sebanyak 100 perkara. Persentase
perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebesar 101 %, maka
capaiannya adalah sebesar 106,31 %. Jumlah ini menurun dari tahun sebelumnya
karena jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding mengalami
peningkatan dari tahun sebelumnya.

b. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang sudah diputus.

Tabel 3.7 :
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
Perkara
Perkara Yan ;
Tahun Perkara Mengajukang Yang Tidak | Target | Realisasi | Capaian
Putus Kasasi Mengajukan
Kasasi
2021 100 2 106 95% 106 % 111,57 %
2020 89 1 99 95% 111,23 % 117,08 %
2019 88 2 91 95% 103,40 % 108,84 %

Pada tahun 2021 jumlah perkara yang tidak mengajukan kasasi adalah sebanyak
106 perkara dan jumlah perkara putus adalah sebanyak 100 perkara. Persentase
perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebesar 106 %, maka
capaiannya adalah sebesar 111,57 %. Jumlah ini menurun dari tahun sebelumnya
karena Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi meningkat dari tahun
sebelumnya.

c. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan
Kembali
Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dengan jumlah perkara yang
sudah diputus.

21



Tabel 3.8 :
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Peninjauan Kembali

Tahun | Perkara F Raam Tang Y::E;kﬁgk Target | Realisasi Capaian
Putus Meng}ljaij(ukan Men%aij;ukan
2021 100 0 106 95% 108 % 111,57 %
2020 89 0 101 95% 113,48 % 119,45 %
2019 88 0 92 95% 104,54 % 110,04 %

Pada tahun 2021 jumlah perkara yang tidak mengajukan peninjauan kembali adalah
sebanyak 106 perkara dan jumlah perkara putus adalah sebanyak 100 perkara.
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebesar
106 %, maka capaiannya adalah sebesar 111,57 %. Jumlah ini mengalami
penurunan dari tahun sebelumnya karena perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum Peninjauan kembali meningkat dari tahun sebelumnya.

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-4

Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan dengan
diversi dengan jumlah perkara anak.

Diversi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun
(“PP 65/2015%).

Pengertian diversi dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 yaitu sebuah bentuk pengalihan
penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
Proses diversi wajib diupayakan dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana anak dimulai
pada tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Syarat Diversi pada Pasal 7 UU SPPA:

(1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan
negeri wajib diupayakan Diversi.
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(2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana
yang dilakukan:

a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan

b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Tabel 3.9 :
Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi
Jumlah Diselesaikan L .
Tahun Perkara Secara Target Realisasi Capaian
Anak Diversi
2021 3 0 0% 100 % 0%
2020 1 1 0% 100 % 0%
2019 2 1 0% 100 % 0%

Tahun 2021 jumlah perkara anak adalah sebanyak 3 perkara dan yang diselesaikan secara
diversi sebanyak 0 perkara, sehingga realisasi dari indikator persentase perkara anak yang
diselesaikan secara diversi adalah sebesar 0 %.

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-5
Index Kepuasan Pencari Keadilan

¢ Nilai Indeks Kepuasan Pencari Keadilan diperoleh dari hasil konversi atas survei
kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala terhadap pelayanan
pengadilan di Pengadilan Negeri Namlea. Survei dilakukan dengan berpedoman
pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
dengan Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus
2 80.

e Hasil survei terhadap para pencari keadilan yang puas terhadap layanan

peradilan pada Pengadilan Negeri Namlea pada tahun 2021 adalah dengan
Realisasi serta Capaian sebesar 87,51 %.

Tabel 3.10 :
Indeks Kepuasan Pencari Keadilan

Jumlah Responden Pencari

Jumlah

Tahun Responden Keadilan yang Puas Terhadap | Target Realisasi Capaian
Survei Layanan Peradilan

2021 160 160 100 87.51 % 87,51 %
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2020 145 145 100 82,32 % 82,32 %

2019 110 110 100 81,82 % 81,82 %

Realisasi terhadap Indeks Kepauasan Pencari Keadilan tahun 2021 adalah sebesar
87,51 % dengan capaian 87,51 %.

Indeks Kepuasan Masyarakat pencari keadilan untuk Pengadilan Negeri
Namlea mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, artinya pelayanan yang diberikan
terus membaik, hal ini dapat dilihat pada hasil rekap laporan IKM dari hasil survei
kepada masyarakat di Pengadilan khususnya masyarakat Kabupaten Buru dan
sekitarnya

tivitas Pengelolaan Penye

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas penyelesaian
perkara di Pengadilan Negeri Namlea secara tepat waktu.
Pencapaian sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian
perkara pada tahun 2021.
Tabel 3.11 :

Peningkatan Efektivitas pengelolaan Penyelesaian perkara

Indikator Kinerja TARGET REALISASI | CAPAIAN

Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak
100% 93,45% 93,45%
tepat waktu

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi 10% 6,6 % 66 %

Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi 100% 88 78% 88 78%
dan PK secara lengkap dan tepat waktu ' '

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang
dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara 0% 0% 0%
diputus

RATA RATA CAPAIAN KINERJA 82,74%

—
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Tabel 3.12:
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019-2021 pada Sasaran Stategis

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

. . . Target Realisasi Capaian
Indikator Kinerja g
2021 2021 2021 2020 2019
Persentase salinan putusan vyan |
ere ' B Y9 1 100% | 93.45% | 93.45% | 96.25% | 100 %
dikirim kepada para pihak tepat waktu
Persentase perkara yang diselesaikan
e pORER 10% | 66% | 66% | 100% | 0%
melalui mediasi
Persentase berkas perkara yang
dimohonkan Banding, Kasasi dan PK | 100% | 88,57% |88,57% | 100% | 100 %
secara lengkap dan tepat waktu
| Persentase putusan perkara yang menarik
perhatian rlnasyarakat yang dapat. diakses 0% 0% 0% 0% 0%
secara online dalam wakiu 1 hari setelah
perkara diputus
Grafik 3.2 :

Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Tahun 2019-2021
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Sasaran 2 Indikator ke 1

Capaian (%)

2021

~ W Capaian (%)

Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak tepat waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah salinan putusan yang dikirim

kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah putusan.
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Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak tepat waktu

Tabel 3.13 :

Tahun 2019-2021

Salinan ) ]
Tahun | Jumiah Target | Realisasi | Capaian
Putusan Fitasan
Yang Dikirim
2021 100 100 100% 100 % 100 %
2020 89 89 100% 100 % 100 %
2019 88 88 100% 100 % 100 %

Jumlah putusan pada tahun 2021 adalah sebanyak 100 perkara dan jumlah salinan
putusan yang dikirim kepada para pihak adalah sebanyak 100 perkara, sehingga
realisasi dari indikator ini adalah sebesar 100 %, dengan capaian 100 %

Sasaran 2 Indikator ke 2

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan
melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Mediasi menurut
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk
memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 semua sengketa perdata yang diajukan
ke pengadilan termasuk perkara perlawanan atas putusan verstek dan perlawanan
pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah
berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui
Mediasi, kecuali:
1. sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu

penyelesaiannya meliputi antara lain:

a. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;

b. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan
Industrial;

c. keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha:
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keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
permohonan pembatalan putusan arbitrase;

keberatan atas putusan Komisi Informasi;

penyelesaian perselisihan partai politik;

T Qe ™~ 0o o

sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan

sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang

waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau
tergugat yang telah dipanggil secara patut;

3. gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara
(intervensi);

4. sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan
perkawinan;

S. sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar
pengadilan melalui mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar
di pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan
yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator bersertifikat

Tabel 3.14 :
Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2019-2021

Perkara |Perkara Yang
Tahun | _ Yang Diselesaikan | Target | Realisasi | Capaian
Dilakukan Melalui
Mediasi Mediasi
2021 15 1 10% 6,6 % 66 %
2020 5 1 10% 20% 200 %
2019 1 0 10% 0 0%

Jumlah perkara yang dilakukan mediasi pada tahun 2021 adalah sebanyak 15
perkara dan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah sebanyak 1

perkara, sehingga realisasi dari indikator ini adalah sebesar 6,6 %, dengan capaian
66 %.



Sasaran 2 Indikator ke 3
Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK Secara
Lengkap Dan Tepat Waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah berkas perkara yang
dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu dengan jumlah
perkara yang mengajukan banding, kasasi dan PK.

Berkas perkara yang disebut lengkap adalah... dan tepat waktu jika...

Tabel 3.15:
Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK Secara
Lengkap Dan Tepat Waktu Tahun 2019-2021

Berkas Perkara
Berkas Perkara Yang Yang Dimohonkan
Tahun Dimohonkan Banding, Kasasi Target | Realisasi | Capaian
Banding, Kasasi Dan Dan PK Secara
PK Lengkap Dan
Tepat Waktu
2021 5 5 100% 100% 100%
2020 3 3 100% 100% 100%
2019 2 2 100% 100 % 100 %

Tahun 2021 jumlah perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK adalah
sebanyak 5 perkara dan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK
secara lengkap dan tepat waktu adalah sebanyak 5 perkara, maka realisasinya
adalah sebesar 100 % dan capaiannya 100 %.

Sasaran 2 Indikator ke 4

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat
diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus

Indikator ini dihitung dengan membandingkan putusan perkara yang menarik

perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah
putus dengan putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat.
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Tabel 3.16 :
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat
diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus

’;‘;t#;?: Putusan Perkara Yang Menarik
Y Perhatian Masyarakat Yang L .
Tahun i anqk Dapat Diakses Secara Online Target | Realisasi | Capaian
Sy Dalam Waktu 1 Hari Setelah
Perhatian P
utus
Masyarakat
2021 0 0 0% 0% 0%
2020 0 0 0% 0% 0%
2019 0 0 0% 0% 0%

Tahun 2021 jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat adalah
sebanyak 0 perkara dan putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang
dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus adalah sebanyak 0
perkara, maka realisasinya adalah sebesar 0 % dan capaiannya 0 %.

Ini dikarenakan pada Pengadilan Negeri Namlea tidak terdapat putusan perkara
yang dapat menarik perhatian masyarakat.

Sasaran 3

Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan
Pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian sasaran kinerja ini berdasarkan pada
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014.

Ruang lingkup layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, terdiri
dari:

a. Layanan Pembebasan Biaya Perkara;

b. Penyelenggaraan Sidang diluar Gedung Pengadilan Negeri: dan

c. Penyediaan Posbakum Pengadilan Negeri.

Tabel 3.17 :
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan
. I Capaian
Indikator Kinerja
2021 2020 2019
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 0% 0% 0%
Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedun
‘ yang e 0 0% 0% 0%
pengadilan
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Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang 90 % 100 %
mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

100 %

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 111,11 % 100 % 100 %

Grafik 3.3 :
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan
Tahun 2019-2021
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Sasaran 3 Indikator ke 1
Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumiah perkara prodeo yang
diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo.

Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat
mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, yang dibuktikan dengan:
Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) vyang dikeluarkan oleh Kepala
Desal/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang
bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara; atau Surat Keterangan
Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu

Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu
Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan
Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya
yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah
atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan
keterangan tidak mampu.
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Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di
Pengadilan dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi,
peninjauan kembali, eksekusi, dan sidang di luar gedung Pengadilan serta
Posbakum Pengadilan;

Tabel 3.18 :
Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan
Jumlah
Jumlah Perkara Prodeo Yang .
Tahun Perkara i Target | Realisasi | Capaian
Diselesaikan

Prodeo
2021 0 0 0% 0% 0%
2020 0 0 0% 0% 0%
2019 0 0 0 % 0% 0%

Tahun 2021 jumlah perkara prodeo sebanyak O perkara dan yang diselesaikan
adalah sebanyak 0 perkara, maka realisasinya adalah sebesar 0 % dan capaiannya
0 %.

Ini dikarenakan tidak ada perkara yang diselesaikan dengan Prodeo pada tahun
2021 di Pengadilan Negei Namlea.

Sasaran 3 Indikator ke 2

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan di
luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di
luar gedung pengadilan.

Layanan sidang di luar gedung pengadilan diselenggarakan untuk perkara yang
pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana dan bertujuan untuk mempermudah
masyarakat pencari keadilan yang kesulitan menjangkau kantor pengadilan karena
hambatan biaya, fisik atau geografis.
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Tabel 3.19 :

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan

Jumlah Perkara Yang Jumlah Perkara Yang
Tahun Seharusnya Diselesaikan Diselesaikan Di Luar Gedung Target | Realisasi| Capaian
Di Luar Gedung Pengadilan Pengadilan
2021 0 0 0% 0% 0%
2020 0 0 0% 0% 0%
2019 0 0 0% 0% 0%
Tahun 2021 jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan sebanyak
0 perkara dan yang diselesaikan adalah sebanyak O perkara, maka realisasinya
adalah sebesar 0 % dan capaiannya 0 %.
Ini dikarenakan tidak ada perkara yang diselesaikan di luar gedung pada tahun 2021
di Pengadilan Negei Namlea.
Sasaran 3 Indikator ke 3
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)
Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah pencari keadilan golongan
tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan
golongan tertentu.
Penerima layanan posbakum adalah kelompok masyarakat yang tidak mampu
secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum
yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan
bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.
Tabel 3.20 :
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)
. Jumlah Pencari Keadilan
Tahun K::;?i:: gﬁﬂ,cnag"an MS:(;‘;B%?E;;;‘::;::{‘U%" Target | Realisasi| Capaian
ertentu Hoker
2021 94 94 100% 100% 100%
2020 40 40 100% 100% 100%
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2019

88

88 100% 100% 100%

Tahun 2021 jumlah pencari keadilan golongan tertentu sebanyak 94 perkara dan
yang mendapat layanan bantuan hukum adalah sebanyak 94 perkara, maka
realisasinya adalah sebesar 100 % dan capaiannya 100 %.

Nilai capaian diraih dikarekan seluruh pencari keadilan golongan tertentu

mendapatkan layanan bantuan hukum pada Pengadilan Negeri Namlea pada tahun

2021.

Sasaran 4

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Tabel 3.21 :

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Indikator Kinerja

Capaian
2021 | 2020 | 2019

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti 0% 0% 0%

(dieksekusi)

Grafik 3.4 :

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan PengadilanTahun 2019-2021
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Anggaran Pengadilan Negeri Namlea tahun 2021 adalah sebesar
Rp.42.323.417.000 namun dalam perjalanan mengalami revisi angaran karena ada
nya refocusing dari Menteri Keuangan RI untuk penanggulangan Virus Covid 19
sehingga pagu anggaran menjadi Rp. 34.432.417.000 Realisasi anggaran
Pengadilan Negeri Namlea per 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp.
34.031.888.445 atau sebesar 98,84 (%). Dibandingkan dengan tahun sebelumnya
persentasi realisasi anggaran Pengadilan Negeri Namlea pada tahun 2021
mengalami Peningkatan). Secara lebih jelas terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.22 :
Realisasi Anggaran Tahun 2019, 2020 dan 2021
Anggaran lisasi
No Tahun ?Fg p)a Re(aRp)a %
2021 Rp. 52.450.000 Rp. 49.775.000 94,90 %
2020 Rp. 52.450.000 Rp. 51.651.000 98,48 %
2019 Rp. 52.450.000 Rp. 52.450.000 100 %

Realisasi sebesar Rp. 49.775.000 merupakan biaya untuk mencapai sasaran kinerja
dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.23 :
Rincian Biaya Untuk Mencapai Sasaran Kinerja
. Anggaran Realisasi
No Sasaran Stategis %
g (Rp) (Rp) .
Terwujudnya Proses
1 Peradilan yang Pasti,
Transparan dan Akuntabel 15.650.000 13.205.000 84,37
Peningkatan Efektivitas
2 Pengelolaan Penyelesaian
e 12.800.000 12.570.000 98,20
Meningkatnya akses
3 dilan bagi kat
R RARGORES 24.000.000 24.000.000 100
miskin dan terpinggirkan
Meningkatnya kepatuhan
4 terhadap putusan
pengadilan
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BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pengadilan Negeri Namlea sebagai ujung tombak Mahkamah Agung RI
dalam tehnis yustisial yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang meliputi
bentuk administrasi perkara yang diproses di Pengadilan Negeri Namlea, adapun
unsur kemandirian maupun kinerja sehingga disadari bahwa peningkatan kinerja
akan berpengaruh pada kecepatan dan kualitas pelayanan. Masalah sarana dan
prasarana beserta sumber daya manusia adalah sangat tidak bisa dipisahkan
maupun diabaikan, sehingga adanya kepuasan masyarakat pencari keadilan
terhadap pelayanan di bidang hukum yang professional, efektif, murah serta
mandiri dan tidak bisa adanya intervensi atau pengaruh dari lembagalinstansi
lainnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Pengadilan Negeri Namlea
Tahun 2021 ini merupakan gambaran pencapaian kinerja dan dapat
dipertanggung jawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas
pokok dan fungsi. Laporan Kinerja ini juga sebagai wujud transparansi laporan
pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan rencana strategis
Pengadilan Negeri Namlea.

Secara umum tujuan sasaran program dan kegiatan Satuan Kerja Pengadilan
Negeri Namlea Tahun 2021 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian
hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna memenuhi
tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

. SARAN
Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan
Negeri Namlea untuk masa yang akan datang :
1. Perlu peningkatan sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya
manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara.
2. Perlu diadakan Pelatihan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM)
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3. Masih dibutuhkannya Sumber Daya Manusia sehubungan dengan masih
banyaknya pekerjaan yang merangkap, sehingga diharapkan adanya
penambahan pegawai, diprioritaskan b agi pegawai putra asli daerah.
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Menimbang

Mengingat

LAMPIRAN 1

SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN NEGERI NAMLEA

Nomor: 7/KPN.Nla/SK/1/2021
TENTANG

TIM PENYUSUNAN LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PENGADILAN NEGERI NAMLEA TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI NAMLEA

Bahwa untuk melaksanakan Surat Sekretaris Mahkamah
Agung Nomor : 1931A/SEK/0T.01.2/11/2020 tanggal 27
November 2020 Hal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Tahun 2016 dan Dokumen Penetapan Kinerja
Tahun 2017;

Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Namlea Tahun
2020 perlu Membentuk Tim Penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri
Namlea;

Bahwa Mereka yang namanya tercantum dalam Surat
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Namlea ini dipandang
cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas dalam tim
penyusunan laporan tersebut.

Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2009 tentang perubahan
kedua atas Undang-undang nomor : 14 tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.



Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

10.

13,

Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Umum,

Peraturan Pemerintah Nomor : 8 tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
Peraturan Presiden Nomor : 9 tahun 2005 tentang
Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
Peraturan Presiden Nomor : 13 tahun 2005 tentang
Sekretariat Mahkamah Agung.

Peraturan Presiden Nomor : 14 tahun 2005 tentang
kepaniteraan Mahkamah Agung.

Peraturan Menteri Negera Pendayagunaan Aparatur Negera
dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 tahun 2010 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014.

Peraturan Menteri Negera Pendayagunaan Aparatur Negera
dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri
Namlea.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NAMLEA TENTANG
TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) TAHUN 2021 PENGADILAN NEGERI NAMLEA

Menunjuk Tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2020 Pengadilan Negeri
Namlea.

Tim kerja Melaksanakan Tugas Sesuai Arahan Ketua dan
Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Namlea.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Namlea
Pada Tanggal : 4 Januari 2021

\ \
b %
YOGI RACHMAWAN, S.H.. MH

NIP. 197 Z{i909 200212 1006



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NAMLEA

Ketua Pengadilan Negeri Namlea

NOMOR : 7/KPN.Nla/SK/1/2021
TANGGAL : 4 Januari 2021
Pembina

Narasumber

Kordinator/Penanggung Jawab

Anggota

Sekretaris / Operator

Ketua Pengadilan Negeri Namlea
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Namlea
Para Hakim Pengadilan Negeri Namlea
Panitera Pengadilan Negeri Namlea
Sekretaris Pengadilan Negeri Namlea

b wn e

Panitera Pengadilan Negeri Namlea
Sekretaris Pengadilan Negeri Namlea

Panitera Muda Perdata

Panitera Muda Pidana

Panitera Muda Hukum

Kasubag Umum dan Keuangan

Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana
Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan

SR

Staf Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan



P 7

e

3 LAMPIRAN 2

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG R.I NOMOR : 7 TAHUN 2015

~ — KETUA vmzm.»,u_;z.
: _._ PR R i Yogi Rachmawan, S.H., M.H
Evander R. Butar-Butar, S.H., M.H |

- L
EranAandl, SR WAKIL KETUA PENGADILAN
Fandi Abdilah, S.H e g S

M. Akbar Hanafi, S.H Jhonson F. E. Sirait, S.H

_
_ I

PANITERA  SEKRETARIS

Florenca C. Hutubessy, S.H Yonri C. Batoek, S.Kom
| _
PPANMUD PANMUD HUKUM | = PANMUD PIDANA KASUBAG PERENCANAAN, KASUBAGUMUM KASUBAG KEPEGAWAIAN
PERDATA ; || . % IT & PELAPORAN _ ‘&KEUANGAN &ORTALA

Etly J. Lessil, SH M. Zulkamnaen Tamher, SKom, Ashari Marasabessy, Meidiyanto, SE., SH Agli Samallo, SH Nike Gasperzs, S.AP
SH

~ KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
PANITERA PENGGANTI

Alfredo S. Titaheluw, SH
JURUSITA JURUSITA PENGGANTI

Zamri Sampalu, S.H Priansa Eka Setiawan, S.H



LAMPIRAN 3

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI NAMLEA

NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA PENJELASAN vmz.”’_.“”%% Ne SUMBER DATA
1. | Terwujudnya Persentase Sisa Panitera Laporan Bulanan
Proses Peradilan | Perkara Perdata yang Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan 100% dan

yang Pasti, Dislesaikan Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan _.m_uoﬁm: Tahunan
e Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum
selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa
perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan
pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara
perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA
nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di
pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4
(empat) lingkungan Peradilan.
2. Persentase Sisa Panitera Laporan Bulanan

Perkara Pidana yang
Diselesaikan

lah si .
Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan 100%

Jumlah Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan

Catatan:
e Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai

pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara
pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun
tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana
yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun

dan
Laporan Tahunan




2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat
Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan

yang Tidak
Mengajukan Upaya
Hukum Banding

lumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding 100%

Jumlah Perkara Diputus

Catatan:

Peradilan.
3. Persentase Perkara Panitera Laporan Bulanan
Perdata yang Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu 100% dan
Diselesaikan ,_.m_umﬁ Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan —,mtcﬂm: Tahunan
Waktu
Catatan:
e Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada
bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang
diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian
perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding
pada 4 (empat) lingkungan peradilan.
4, Persentase perkara Panitera Laporan Bulanan
pidana yang e ekan gt e .
iselesaikan tepat Laporan Tahunan
waktu d
Catatan:
e Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada
bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang
diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran
Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian
perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding
pada 4 (empat) lingkungan peradilan.
5; Persentase Perkara Panitera Laporan Bulanan

dan
Laporan Tahunan




e Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak
mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah
perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan . Qutput
adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator
ini diinput dalam jangka waktu triwulan.

6. Persentase Perkara Panitera Laporan Bulanan
Yang Tidak e T Tk e v o s
Mengajukan Upaya Laporan Tahunan
Hukum Kasasi
Catatan:
L J
7. Persentase perkara Panitera Laporan Bulanan
yang Tidak Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum dan
: Peninjauan Kembali 100%
_Sm:mm._crmq.d _”_Ume.m Jumlah Perkara yang Telah Diputus Laporan Tahunan
Hukum Peninjauan
Kembali Catatan :
e Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak
mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah
jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Qutput
adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator
ini diinput dalam jangka waktu tahunan.
8. Persentase Perkara Panitera Laporan Bulanan

Pidana Anak yang
Diselesaikan dengan
Diversi

Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi 100%

Jumlah Perkara Pidana Anak

Catatan:
[ ]

dan
Laporan Tahunan




9, Index Kepuasan Panitera Laporan Bulanan
Pencari Keadilan Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan dan
Jumilah xmmuoﬂw_wu_“__”ﬂnm: Keadilan 1o _.mvo_.w: Tahunan
Catatan:
e Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat
Unit Penyelengara Pelayanan Publik
10.| Peningkatan Persentase Salinan Panitera Laporan Bulanan
Efektivitas Putusan Perkara umlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak dan
Pengelolaan Perdata yang dikirim Freerees _um;“wmuwwhw_mcﬁam Diputas 100% Laporan Tahunan
Penyelesaian kepada Para Pihak
Perkara tepat waktu Catatan :
* Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat
Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang
perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan
Petikan Putusan
11 Persentase Salinan Panitera Laporan Bulanan

Putusan Perkara
Pidana yang dikirim
kepada Para Pihak
Tepat Waktu

jumiah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak
Tepat waktu 100%

Jumlah Perkara Pidana yang Diputus

Catatan:
® - Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak.

Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang
perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan
Petikan Putusan. - Salinan putusan Perkara Pidana diberikan

langsung kepada para Pihak

dan
Laporan Tahunan




12. Persentase Perkara Panitera Laporan Bulanan
yang Diselesaikan Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi 100% dan
& b J i iasi
Melalui Mediasi umlah Perkara yang Dilakukan Mediasi Laporan Taboman
Catatan :
L]
13. Persentase Berkas Panitera Laporan Bulanan
Perkara yang Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang dan
Dirichonkai Batidin Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu 100% L Tah
K M Sl & Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK aparan (anumnan
asasl, aan yang
Diajukan Secara Catatan :
Lengkap dan Tepat <
Waktu
14. Persentase Putusan Panitera Laporan Bulanan
Perkara yang Menarik [umlah v::_“mm: Perkara <m_=m __sm__._maw _uﬂz._mzm: gmmﬁ_qm:rmn yang dapat dan
" Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus 100%
vm_‘rmm_m: gw.m<rm rakat Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat _.mﬁo—,mj Tahunan
yang Dapat Diakses
Secara O:_Sw dalam Catatan :
Waktu 1 Hari Setelah |
Putus
15.| Meningkatnya Persentase Perkara Panitera Laporan Bulanan
Akses Peradilan Prodeo yang Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan 100% dan
. ; i Jumlah Perkara Prod
bagi Masyarakat | Diselesaikan . erkara Frodeo Laporan Tahunan
Miskin dan
e Catatan:
Terpinggirkan
L ]
16. Persentase Perkara Panitera Laporan Bulanan
yang Diselesaikan di Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan 100% dan

Luar Gedung
Pengadilan

Catatan:

Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

Laporan Tahunan




17. Persentase Pencari Panitera Laporan Bulanan
Keadilan mo_ozmmz Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan dan
TertBitE sh Bantuan Hukum (Posbakum) 100% L . Tah

2 yang Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Agordi:iahunan

Mendapat Layanan
Bantuan Hukum Catatan :
(Posbakum) ‘

18.| Meningkatnya Persentase Putusan Panitera Laporan Bulanan

Kepatuhan
terhadap
Putusan
Pengadilan

Perkara Perdata yang
Ditindak lanjuti
(Dieksekusi)

Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

umlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk 100%
ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Catatan:
e adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti.

Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan
untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah
putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan.
Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang
ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan

dan
Laporan Tahunan




LAMPIRAN 4

Instansi : Mahkamah Agung RI

Satuan Kerja : Pengadilan Negeri Namlea

Visi : Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung di Lingkungan Pengadilan Negeri Namlea
Misi : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Namlea;

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Namlea;
4. Meningkatkan kredibiltas dan transparansi di Pengadilan Negeri Namlea;

; Tujuan o G e saarn ~ Target  Strategis
Uraian indikator Kineria Uraian Indikator Kinerja 2020 2021 2022 2023 2024  Program Kegiatan  IndikatorKegiatan ~  CBC SNEERS
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Terwujudnya Persentase 95% Terwujudnya a. Persentase sisa 100 100 - - B Program Peningkatan
kepercayaan kara yan, rose dilan peiai s Peningkatan manaj
epercay. perkara yang proses peradila i eningkata najemen
masyarakat tidak yang pasti, manajemen peradilan
terhadap sistem mengajukan transparan dan b. Persentase peradilan umum
perkara yang A 3 g
peradilan melalui upaya hukum akuntabel Aclasian 90 100 umum
proses peradilan Banding, Kasasi tepat waktu - Meningkatnya 240 Rp. 24.000.000
yang pasti, dan PK W__,m:m: Ras jam
antuan
transparan dan Pl e hukum layanan
penurunan sisa
akuntabel perkara
5 5 i 4 - - Meningkatnya
d. Persentase nwaﬁ_mum_m:
diluar gedung - x
perkara yang dilan
tidak pengact
mengajukan
upaya hukum - Meningkatnya
Banding, Kasasi 95 95 = - - penyelesaian
dan PK perkara tepat

waktu



Terwujudnya
penyederhanaan
proses penanganan
perkara melalui
pemanfaatan

teknologi informasi

Persentase 100%
perkara yang
diselesaikan

tepat waktu

Peningkatan
efektivitas
pengelolaan
penyelesaian

perkara

Pl

o

Persentase
perkara pidana
anak yang
diselesaikan
dengan diversi

Index responden
pencari keadilan
yang puas
terhadap layanan
peradilan

Persentase isi
putusan yang
diterima oleh
para pihak tepat
waktu

. Persentase

perkara yang
diselesaikan
melalui mediasi,

Persentase
berkas perkara
yang diajukan
Banding, Kasasi
dan PK

. Persentase

putusan perkara
yang menarik
perhatian
masyarakat yang
dapat diakses
secara online
dalam waktu 1

100
100

100

Q

50 Rp. 28.450.000

- Meningkatnya Perkara
penyelesaian
perkara
prodeo

Program Pembinaan

Pembinaan administrasi
- Tersedianya
layanan

80 - - - dan pengelolaan dukungan

manajemen

peradilan

keuangan (belanja
operasional
dan non
operasional 12 Rp. 1.008.455.000
lainnya)

administrasi dan

100 - - - pengelolaan keuangan

Bulan
layanan
L ) ) ) - Tersedianya

. layanan
perkantoran

(belanja
pegawai)

100 - 5 .

12 Rp. 2.338.430.000
Bulan

0 = = § layanan



Terwujudnya
pelayanan akses
peradilan bagi
masyarakat miskin

dan terpinggirkan

Terwujudnya
kepatuhan
masyarakat
terhadap putusan

pengadilan

a. Persentase
perkara
prodeo yang
diselesaikan

b, Persentase
perkara yang
diselesaikan di
luar gedung
pengadilan

c. Persentase
pencari
keadilan
golongan
tertentu yang
mendapat
layanan
bantuan
hukum
(POSBAKUM)

Persentase
kepatuhan
masyarakat
terhadap
putusan

pengadilan

100

100

Meningkatnya
akses peradilan
bagi masyarakat
miskin dan

terpinggirkan

Meningkatnya
kepatuhan
terhadap
putusan

pengadilan

hari setelah
diputus

a. Persentase
perkara prodeo
yang
diselesaikan

b. Persentase
perkara yang
diselesaikan di
luar gedung
pengadilan

¢, Persentase
pencari keadilan
golongan
tertentu yang
mendapat
layanan
bantuan hukum
(POSBAKUM)

Persentase putusan
perkara perdata
yang ditindaklanjuti
{dieksekusi)

90

90

2 - Pengadaan
sarana dan
prasarana di
lingkungan
: Mahkamah
Program P
g eningkatan Agung
peningkatan  saranadan
sarana dan prasarana
prasarana aparatur
aparatur Mahkamah
Mahkamah Agung
Agung
4
Layanan
KETUA PENGAD} #_ NEGER|I NAMLEA

YOGI RACHMAWAN, S.H., MH
NIP, 19770909 200212 1006

Rp. 62.500.000



No  Kinerja Utama

1. Terwujudnya proses

peradilan yang pasti,
transparan dan

akuntabel

s | Peningkatan efektivitas
pengelolaan penyelesaian

perkara

a.

b.

LAMPIRAN 5

RENCANA KINERJA TAHUN 2021

Indikator Kinerja
Persentase sisa perkara yang diselesaikan :
- Perdata
- Pidana

Persentase perkara :
- Perdata
- Pidana
yang diselesaikan tepat waktu
Persentase penurunan sisa perkara :
- Perdata
- Pidana
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :
- Banding
- Kasasi
- PK
Persentase perkara pidana anak yang deselesaikan dengan
diversi
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap
layanan peradilan
Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat
waktu
Persentasi perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi
dan PK secara lengkap dan tepat waktu

..qu.m.n... . ﬁ.ﬁ.m._..ml

90% Program
Peningkatan
manajemen

100%  peradilan

umum

10%

95%

100%
100%

5%
100%

._Amw.m.uﬂ:. .“_ . Indikator
Peningkatan
manajemen
peradilan
umum
- Meningkatnya
layanan pos
bantuan hukum
- Meningkatnya

penyelesaian
diluar gedung
pengadilan

- Meningkatnya
penyelesaian
perkara tepat
waktu

- Meningkatnya
penyelesaian
perkara prodeo

layanan

50

Perkara

Rp. 24.000.000

Rp. 28.455.000



Meningkatnya akses
peradilan bagi masyarakat

miskin dan terpinggirkan

Meningkatnya kepatuhan
terhadap putusan

pengadilan

d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian
masyarakat yang dpat di akses secara online dalam waktu 1
hari setelah diputus

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung
pengadilan

c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang
mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti  (dieksekusi)

0%

0%

0%

100%

0%

Program
Pembinaan
administrasi
dan
pengelolaan

keuangan

Program

peningkatan

Pembinaan
administrasi
dan
pengelolaan

keuangan

Peningkatan

sarana dan

Tersedianya
layanan
dukungan
manajemen
peradilan
(belanja
operasional dan
non operasional
lainnya)

Tersedianya
layanan
perkantoran
(belanja
pegawai)

Pengadaan
sarana dan
prasarana di
lingkungan
Mahkamah
Agung

12
Bulan

layanan

12
Bulan

layanan

4

Layanan



sarana dan prasarana

prasarana m_umﬂm:._w
aparatur Mahkamah
Mahkamah Agung
Agung
KETUA PENGADILAN/NEG AMLEA

YOG 5&13»5\_,2. S.H., MH
NIP /19770909 200212 1006




LAMPIRAN 6

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

: Pengadilan Negeri Namlea

Unit Kerja

Tahun Anggaran : 2021
No - SASARAN

' PROGRAM/KEGIATAN

1. Penyelesaian perkara

2. Pendelegasian wewenang
Ketua Pengadilan dalam
hal tugas kepemimpinan

bidang

administrasi teknis

dan administrasi
kesekretariatan

e W e

I N

P

INDIKATOR KINERJA
Memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang ditangani
Membuat Court Calender perkara yang ditangani
Menetapkan hari persidangan

Menyelesaikan perkara sampai minutasi
Melaksanakan musyawarah majelis hakim

Membuat putusan

Administrasi Teknis
Menunjuk Hakim untuk mengadili perkara perdata permohonan
Menunjuk Hakim untuk mengadili perkara tindak pidana ringan
Menunjuk Hakim untuk mengadili perkara pelanggaran lalu lintas
Memeriksa dan menandatangani penetapan dari penyidik
Memeriksa dan menandatangani penetapan perpanjangan penahanan dari penyidik

Memeriksadan menandatangani penetapan penggeladahan dari penyidik

TARGET

50 berkas

50 kegiatan
50 berkas

50 berkas
50 kegiatan

15 berkas

2 perkara
2 perkara
10 kegiatan
50 berkas
50 berkas
25 berkas



No

SASARAN
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
Administrasi Kesekretariatan
1. Memberi persetujuan jabatan melalui Baperjakat 1 kegiatan
2. Mengevaluasi laporan pengawasan pada masing-masing bidang 12 kegiatan

Namlea, 4 Januari 2021

N
YOGI RAGHMAWAN, S.H., M.H JHONSON F. E. SIRAIT, S.H

NIP. 19770909 200212 1 006 NIP. 19780516 200212 1 001



LAMPIRAN 8

Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu
Badan Pervadilan Umum
Nomor TAPM.190 / QMR / SERTIFIKAT / 3 / 2021

Berdasarkan keputusan Komite Keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu
(KeKA) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menyatakan bahwa :

PENGADILAN NEGERI NAMLEA
KELAS II

Diberikan akreditasi dengan kualifikasi
“A” (Excellent)

Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum ini dilakukan
penilaian kembali setiap 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal sertifikat ini
ditandatangani.

Jakarta, 31 Maret 2021




